BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan
kecerdasan serta mengembangkan potensi maupun keterampilan yang
dimiliki oleh seseorang. Pendidikan tersebut sebagai pilar utama untuk
menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan menjadi
faktor terpenting dalam pembangunan suatu bangsa untuk menjadikan bangsa
yang lebih beradab. Negara Republik Indonesia sendiri memberikan kepada
setiap warga negaranya tanpa memandang perbedaan apapun untuk
memperoleh hak pendidikan. Hal ini dituangkan dalam Pasal 31 Bab XIII
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang
Pendidikan dan Kebudayaan pada ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan” Pemerintah dalam hal ini
menyelenggarakan suatu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4. Pendidikan
sebagai faktor terpenting pembangunan suatu bangsa juga akan mengantarkan
Indonesia sebagai bangsa yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh
masyarakatnya secara adil melalui suatu proses pendidikan yang akan
memberikan peningkatan kualitas diri seseorang.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia pembagian urusan

pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan
tersebut membagi urusan pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, untuk pelaksana urusan
pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan di tingkat pemerintahan
provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A sesuai
dengan amanat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah. Sebagai peraturan pelaksana dari peraturan daerah tersebut,
maka dibentuklah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah yang mengamanatkan bahwa fungsi dari Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan
pengaturan dan pengelolaan bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Hal diatas merupakan salah satu pelaksanaan dari otonomi daerah
yang memiliki makna bahwa adanya pengakuan daerah otonom serta terdapat
penyerahan wewenang, kewajiban maupun hak untuk mengelola segala
urusan pemerintahan di bidang tertentu dari Pemerintah kepada Daerah yang
salah satunya adalah urusan pengelolaan di bidang pendidikan, sehingga

dalam hal ini lebih bersifat desentralistik dimana dulunya hal ini masih



berbau sentralistik." Pemberian otonomi daerah ini diharapkan supaya
terdapat adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Karena, pemerintah daerah ini
dianggap lebih mengetahui dan mengerti kebutuhan serta persoalan yang
dihadapi masyarakatnya sendiri, sehingga pemerintah daerah sendirilah yang
mengerti upaya atau strategi apa sajakah yang harus dilakukan untuk
memajukan pembangunan di daerahnya tersebut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat provinsi memiliki
wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pengaturan di tingkat SMA
dan SMK. SMK merupakan suatu proses pendidikan kejuruan yang
dilakukan di sekolah untuk menyiapkan lulusan peserta didik yang siap
memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan keprosefionalitasan serta
keterampilan yang peserta didik miliki di bidang pekerjaannya nanti.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa peserta didik lulusan SMK yang nantinya
akan lebih dekat dengan dunia kerja. Hal ini berbeda dengan peserta didik
lulusan SMA dimana mereka hanya menyiapkan peserta didik untuk mampu
bersaing memasuki perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kualitas pendidikan.
Namun, pendidikan selalu berkaitan erat dengan pendidik atau biasa disebut
dengan guru. Pendidik sebagai faktor terpenting di dunia pendidikan karena ia
merupakan penggerak utama dalam proses pendidikan berlangsung.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa pendidik merupakan seseorang yang
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berperan besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang akan
menghasilkan para penerus bangsa dengan masa depan yang cerah. Oleh
karena itu, seorang pendidik memang harus mempunyai kualifikasi dan
menguasai kompetensi standar sebagai seorang pendidik supaya dapat
menciptkan pembelajaran yang memiliki mutu baik dan memberikan suasana
belajar yang kondusif serta dapat meminimalisir keterbatasan dan hambatan. 2

Sebagai pendidik yang memiliki kualifikasi serta kompetensi yang
memadai sehingga pendidik dapat dikatakan sebagai pendidik profesional,
maka salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pendidik adalah dengan cara
memiliki sertifikasi pendidik. Sertifikasi ini sendiri diselenggarakan oleh
perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga
kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan
Nasional. Mengenai sertifikasi tersebut dijabarkan lebih lanjut di dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

Terkait dengan sertifikasi penduduk tersebut terdapat permasalahan
yang dihadapi bahwa belum semua pendidik SMK mempunyai sertifikasi
pendidik atau belum dapat dikatakan sebagai tenaga profesional. Data yang
diperoleh dari Kemendikbud RI jumlah guru di Indonesia per Desember
2017, menyatakan bahwa jumlah guru yang pada saat itu lebih dari 3 juta

orang, namun sangat disayangkan bahwa data tersebut menunjukkan masih
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banyak guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan masih
banyak yang belum memiliki sertifikat profesi.® Serta, data dari Kemendikbud
pada tahun 2018 masih terdapat 525.159 orang atau 17,44% guru dalam
jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1, sementara guru
yang belum sertifikasi saat ini sebanyak 1.625.141 orang guru atau sekitar
53,86% dari total guru di Indonesia yang berjumlah 3.017.296 guru.* Hal
tersebut akan mengakibakan lemahnya sistem pendidikan di Indonesia karena
terkendala kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan yang
masih lemah pula. Hal ini dikarenakan pendidik merupakan penggerak utama
di dalam pendidikan Indonesia. Serta, dengan adanya kompetensi dan
keprofesionalitasan seorang guru akan memberikan kontribusi yang besar
dalam peningkatan proses belajar mengajar serta meningkatkan mutu
pendidikan.’

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang
memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab
untuk menyelenggarakan suatu proses pendidikan yang sebaik-baiknya
sehingga dapat mengakomodir semua amanat yang diberikan oleh Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama dalam
hal pemindahan pendidik tingkat SMK. Pemindahan pendidik ini sangat

berkaitan dengan penyebaran jumlah pendidik profesional di tingkat SMK
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yang berada di Kota Semarang. Dengan tersebarnya jumlah pendidik
profesional di tingkat SMK maka semua tuntutan yang menjadi kebutuhan
SMK untuk mendapatkan pendidik profesional sudah dapat terakomodir. Hal
tersebut, bertujuan pula untuk meminimalisir terjadinya ketimpangan
mengenai jumlah pendidik profesional antara satu wilayah dengan wilayah
lainnya. Karena, yang sering menjadi masalah ketika pada suatu wilayah
tertentu yaitu kurangnya jumlah pendidik profesional di tingkat SMK yang
memadai.

Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengkaji apakah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah berhasil untuk
memberikan pemerataan jumlah pendidik profesional di tingkat SMK baik
SMK Negeri maupun SMK Swasta di Kota Semarang. Serta, upaya apa saja
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
terhadap pemindahan pendidik profesional Sekolah Menengah Kejuruan di
Kota Semarang serta untuk mengetahui permasalahan maupun kendala yang
dihadapi dalam melakukan pemindahan pendidik profesional Sekolah
Menengah Kejuruan di Kota Semarang. Sehingga, berdasarkan persoalan
diatas perlu adanya penelitian dengan judul “FUNGSI DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PEMINDAHAN PENDIDIK PROFESIONAL SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN DI KOTA SEMARANG”.



B. Rumusan Masalah

Perumusan Masalah dalam suatu penelitian hukum merupakan salah
satu bagian yang dianggap penting. Adanya rumusan masalah yang tegas dan
jelas akan membuat suatu penelitian hukum menjadi terarah sesuai dengan
tujuan yang hendak dicapai serta memberikan suatu kesimpulan yang baik
pula.

Berdasarkan latar belakang dan alasan pemilihan judul skripsi ini
maka penulis akan mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah dalam pemindahan pendidik profesional Sekolah
Menengah Kejuruan di Kota Semarang?

2. Apakah kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah dalam pemindahan pendidik profesional Sekolah
Menengah Kejuruan di Kota Semarang?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan mengenai
pemindahan pendidik profesinal Sekolah Menengah Kejuruan di Kota

Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1.

1.

D.

Untuk mengkaji pelaksanaan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah dalam pemindahan pendidik profesional Sekolah
Menengah Kejuruan di Kota Semarang.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam pemindahan pendidk
profesional Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang.

Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan
mengenai pemindahan pendidik profesional Sekolah Menengah Kejuruan

di Kota Semarang.

Manfaat Penelitian

Adapun perumusan dalam penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk

menilai bagaimana manfaat yang akan diperoleh dari penelitian hukum yang

berjudul “Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa

Tengah dalam Pemindahan Pendidik Profesional Sekolah Menengah

Kejuruan di Kota Semarang” adalah:

Manfaat Teoritis

a.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran
mengenai pelaksanaan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Tengah dalam pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam
lingkup 1 (satu) Kota Semarang. Serta, mengetahui pemerataan pendidik

profesional Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang.



b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi
peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang
sejenis.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
(S1) dalam bidang llmu Hukum, selain itu diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan penalaran, keluasan wawasan dan pemahaman penulis tentang
hukum ketatanegaraan di Indonesia, pada khususnya mengenai otonomi
daerah, desentralisasi pendidikan, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan pemindahan pendidik profesional
Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang.
b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada
masyarakat mengenai otonomi daerah, desentralisasi pendidikan, tugas dan
fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan

pemindahan pendidik profesional.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan hukum ini, penulis akan memperolenh gambaran
menyeluruh dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun
maksud pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab-bab tersebut adalah
untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik. Berikut

merupakan sistematika yang dipakai dalam penulisan huku ini, adalah:



BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini memuat latar belakang atau alasan pemilihan judul

penulisan hukum ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memuat uraian penyelesaian mengenai segala sesuatu
yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan profesi pendidik SMK.

BAB |1l METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan memuat tentang metode penelitian yang akan digunakan,
meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang
merupakan masalah pokok yang akan menjawab rumusan masalah serta
menuangkan apa yang menjadi tujuan dari penulisan hukum ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan yang
merupakan jawaban atas suatu permasalahan yang muncul serta sebagai
landasan untuk mengemukakan saran-saran yang tepat terhadap permasalahan
yang terjadi,dimana penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran serta

menambahkan pula daftar pustaka dan lampiran.
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